
BUPATI GUNUNG IIIAS
PROVINSI I{ALIMANTA}I TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR IB TAHUN 20].6

TENTANG

PEMBERIAN UAI{G MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUI{GAN PEMIERINTAH I(ABUPATEI{ GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI GUNUNG IVIAS,

bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (Tal peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun zooz tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nornor 13 Tahun 2aa6 tentang pedoma.n pengelolian
Keuangan Daerah, dalam rangka peningkatan
kesejahteraan umum pegawai, pemeriniah Daerah
dapat memberikan uang makan bagi pegawai Negeri
Sipil di daerah;
bahwa anggaran _untuk pember-ian Uang Makan bagi
Pegawai Negeri sipil tersebut telah diusulkan dan
dianggarkan dalam APBD Kabupaten Gunung Mas
pada Tahun Anggaran berkenaan melalui DpA rnasing-
masing SKPD;
bahrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atai, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian U*g
Makan Pegawai Negeri sipil ai Lingkungan pemerintah
Kabupaten Gunung Mas;

llnd-anS-undang Nomor S Tahun 2OO2 tentangPembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten pulang pisau,
Ka-bupaten Murung Raya clan Kabupaten Bariio Timurdi Provinsi Kalimantan Tengah [L"*bu.r"r, Negara
Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 1g, Tambahan
l-_eqbaran Negara Republik Indonesia Nomor a1g0);
Undang-Undang Nomor lZ Tahun 2OO3 tentang
Keuangan - Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambalran Lembaran
Negara Republik Ind.onesia Nomor +ZAe;[
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangarr
Negara (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44OO);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2AO4 Nomor 726, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundan g-undan gan ( I-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nornor
523fl;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 549fl;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201S Nomor 58,'Tambahan i,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor i+0,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a57B);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ZOOZ Nomor g3, Tambahan
I;embaran Negara Republik Indonesia Nornor aT3g);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor g9, Tambahan, Lembaran Negara Republik Ind.onesia Nomor 4T4t);

1-2. Feraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);l

t
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6
tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor i3 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerahl

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2A15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5
Tahun 2OL4 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahr-rn
2Ol4 Nomor 2O7);

16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 34 Tahun 20L4
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2074 Nomor 304) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32
Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 3a6l;

L7, Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2OI4
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2Ol4 Nomor 305) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 33
Tahun 2CI15 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 3a\;

18. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 39 Tahun 2OL4
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan l(euangan
Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
(Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2Ol4
Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS.

KETEN;ffi,T UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat pNS

adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Negeri
Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-und.qng
Nomor 5 Tahun 20t4 tentang Aparatur Sipi1 nteearaf
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Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada PNS,
berdasarkzm tarif yru:g 'dttetapkan dan d,ihitu'ng seoiua
harian untuk keperiuan makan PNS.
Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama
dan tanda tangan PNS sebagai bukti bahwa yang
bersangkutan hadir pada hari kerja.
Daftar Perhitungan Uang Makan adalah'daftff yang dibuat
oleh pembuat daftar dan ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat nama-
narna PNS, jumlah hari hadir pada hari-hari kerja selama
satu bulan, ta.rif uang makan, jurnlah kotor dan potongan
pajak serta jurnlah bersih yangditerirna PNS.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat
yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh
pengeluaran untuk pembayaran uang makan tersebut
tetrah dihitung d.engan benar dan disertai kesanggup.an
untuk mengembalikan kepada Kas Daerah apabila
terdapat kelebihan pembayaran.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat dan
ditandatangani o"ieh E enda.trara Pen geluarar,r, ke.rnudian
disampaikan kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi dan
diterbitkan Surat Perintah Membayar, serta ditandatangi
oleh Pen gguna Anggaran / Kuasa Pengguna An ggaran.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pej"abat
Penatausahaan Keuangan (PpK) dan ditandatangani
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran
untuk pencairan dana yang bersumber dari DPA-SKPD
yang bersangkutan.
Surat Perintah Pencairan Dana ,yang selarrjutrryza
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan s6Uagai
d.asar pencairan d.ana yang diterbitkan oleh Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Bidang perbendaharaan
dan diteruskan ke Kuasa BUD untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SpM.

BAB II
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG MAI{AN BAGI PNS

Pasal 2

(1) Terhitung mulai 1 Januari 2016 besarnya uang Makan
yang diberikan kepada pNS di Lingkungan pemerintah
Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

, a. Golongan IV sebesar Rp.2S.000,OO (Dua puiuh
Lirna Ribu Rupiah) setiap hari keg,a;

b. Golongan IIi sebesar Rp.20.000,00 (Dua puluh
Ribu Rupiah) setiap hari kerja;

b. Golongan II sebesar Rp.17.000,00 (Tujuh Belas
Ribu Rupiah) setiap hari kerja; dan'c. 'Gotrongan tr sebesar Rp.trZ.OOO,OO {Tujuh Belas
Ribu Rupiah) setiap hari kerja. 

r(2) Uang Makan diberikan dalam bentuk uanS.[

v.

2.

3.

,4,

5.

6.

8,



-5-

Pasal 3

(1) Uang Makan diberikan kepada PNS yang bekerja pada
hari-hari kerja yang ditetapkan.

(21 Uang Makan diberikan paling banyak 22 (Dua Puiuh
Dua) hari kerja dalam satu bulan.

(3) Dalam hal hari ke{a dalam 1 (satu) bulan melebihi 22
(Dua Puiuh Dua) hari kerja, maka pemberian Uang
Makan disesuaikan dengan jumlah kehadiran dalam 1

(Satu) bulan dengan pemberian paling banyak 22 (Dua
Puluh Dua) hari kerja.

(4) Dalam hal hari kerja dalam 1 (Satu) bulan kurarrg 22
(Dua Puluh Dua) hari keda, maka pemberian Uang
Makan sesuai dengan jumlah kehadiran pada bulan
berkenaan.

Pasal 4

Uang Makan tidak diberikan kepada PNS yang:
a. tidak hadir kerja;
b. sedang menjalankan perjalanan dinas;
c. sedang menjalankan cuti;
d. sedang menjalankan tugas/ijin belaj,ar;
e. sedang menjalankan masa liburan nasional/resmi

sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
f. sebab-sebab tain yang mengakibatkan PNS tidak hadir kerja.

Pasal 5

Kepada PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada
instansi di luar satuan keda induknya, maka Uang Makan
dibayarkan oleh Satuan Kerja tempat PNS tersebut
diperbantukan atau dipekerjakan.

BAB III
PROSEDUR DAN TATA CARA

PEMBAYARAN UANG IVIAKAN PNS
Pasal 6

Pembayaran Uang Makan PNS didasarkan pada
hadir keda PNS dan dibayarkan sebulan sekali
cepat awal bulan berikutnya.
Khusus pada bulan Desember Uang Makan
dibayarkan pada bulan berkenaan.

daftar
paling

dapat

Pasal 7

(1) Pembayaran Uang Makan hanya dapat diberikan dalam
batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD
yang bersangkutan pada tahun anggaran berkenaan,

(2) Apabila pagu tjdak disediakan atau tidak cukup tersedia
pada DPA-SKPD tahun anggara:e berkenaan, rnalca
SKPD dapat mengusulkan pada Perubahan APBD tahun
anggaran berkenian sesuai ketentuan yang bertaku. I

l,

w

(1)

(2)
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(3) Pembayaran Uang Makan PNS dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung dan dapat diajukan
untuk beberapa bulan yang teiah lewat sekaligus.

(4) Pembayaran Uang Makan dapat ditujukan ke rekening
Bendahara Pengeluaran atau rekening masing-masing
penerima Uang Makan.

(5) Dalam hal terdapat Uang Makan untuk bulan pada
tahun anggaran yang lalu, dapat dibayarkan pada
tahun anggaran sepanjang tersedia dananya dalam
DPA-SKPD yang bersangkutan.

Pasal 8

Pembayaran Uang Makan PNS dikenakan PPh 21 yang
dihitung dari jumlah Uang Makan dengan ketentuan:
a. PNS Golongan I dan II tidak tidak dikenakan pajak;
b, PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5% (Lima

Perseratus); dan
c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar LSo/o (Lima

Belas Perseratus),

Pasal 9

(1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Spp-LS)
Uang Makan diajukan kepada Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat penata-
usahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk penertiban
Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang
Makan dilengkapi dengan;
a. Daftar Perhitungan Uang Makan;
b, Rekapitulasi Daftar Hadir Kerja;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
d, SSP Pasal 21,

(2) Bentuk Daftar Perhitungan Uang Makan adalah
sebagaimana contoh pada Lampiran I peraturan
Bupati ini.

(3) Bentuk Rekapitulasi Daftar Hadir Kerja adalah
sebagaimana contoh pada Lampiran II peraturan
Bupati ini,

(4) Bentuk Surat Tanggung Jawab Mutlak adalah
sebagaimana contoh pada Lampiran III peraturan
Bupati ini.

Fasa'l 10

SPM-LS uang Makan yang diajukan ke Seksi verifikasi
Bidang Anggaran, Pembukuan d.an verifikasi pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk diterbitkan sp2D,
harus dilengkapi dan dilampirkan dengan:
a. Daftar Perhitungan Uang Makan;
b. Rekapitulasi Daftar Hadir Kerja;
c. Surat PernyEtaan Tanggung Jawab Mutlak;
d. ssP PPh 21.[l

t
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BAB TV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan BupaLi ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas,

Ditetapkan di Kuala Kurun

Diundangkan di Kuala Kurun
padatanggal 16 ')utvt zol6

'ARIS DAERAH
MAS,

BERITA D KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2016 NoMoR L65

tarrggai 26 1ut,t 2 olL

:l' l.

,, 
,,,

I
I
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR lE TAHUN 2OL6
TENTANG
PPMBERIAN UANG MAI(AN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

KOP SURAT

SURAT PERMATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Ketetapan dan Perhitungan Uang
Makan untuk bulan ,,,..,,,,,! ,,.. bagr satuan Kerja Perangkat Daerah'....,,... .., telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar
hadir kerja PNs pada satuan Kerja Perangkat Daerah

2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan kelebihan atas pembayaran
Uang Makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan
tersebut ke Kas Daerah,

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

I(uala Kurun, tanggal - bulan - tahun

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Nama
NIP
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